SKRIPSI

KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA
INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN”
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL

IMPORT LICENSIS FACILITIES CLAUSE FOR INVESTORS BASED ON THE
PRINCIPLE OF JUSTICE EFFICIENCY IN LAW NUMBER 25 OF 2007 ON
INVESTMENT

Oleh:

NOVIA INDAH TRISDIANTI
NIM. 130710101013

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SKRIPSI

KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN IMPOR KEPADA
INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI BERKEADILAN”
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL

IMPORT LICENSIS FACILITIES CLAUSE FOR INVESTORS BASED ON THE
PRINCIPLE OF JUSTICE EFFICIENCY IN LAW NUMBER 25 OF 2007 ON
INVESTMENT

Oleh:

NOVIA INDAH TRISDIANTI
NIM. 130710101013

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari
Rabb-mu.”

(QS. Al- Bagarah Ayat 128)
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RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan investor untuk
berinvestasi, semakin tingginya tingkat investasi di Indonesia dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga membuat pemerintah bekerja keras
untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang diharapkan dapat dinikmati oleh
investor, meskipun termasuk dalam Kkategori negara yang kaya akan
keanekaragaman hayatinya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia selalu
mencukupi kebutuhannya dengan melakukan impor, termasuk dalam kegiatan
investasi, investor masih mengimpor bahan baku atau barang modal untuk
memperlancar produksinya di Indonesia. Maka dengan adanya kesempatan
tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan fasilitas
perizinan impor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
Tentang Kepabeanan dan peraturan Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh investor yang telah memiliki reputasi
baik di mata Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Fasilitas ini diberikan dengan
maksud untuk memperlancar proses arus barang agar terhindar dari penimbunan
di kawasan pabean. Namun, apakah pemberian fasilitas ini telah sesuai dengan
asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, yaitu Asas Efisiensi Berkeadilan. Karena seharusnya pejabat
bea dan cukai serta pemerintah Indonesia yang menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus mengedepankan keadilan agar terciptanya iklim usaha
yang kondusif, berdaya saing dan adil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
pertama, Apa bentuk fasilitas perizinan impor yang diberikan kepada investor
yang melakukan importasi?. Kedua, Apakah pemberian fasilitas perizinan impor
telah sesuai dengan asas “efisiensi berkeadilan’?.

Tinjauan pustaka skripsi yang berisi uraian tentang, tujuan, prinsip, Kriteria,
teori, serta beberapa pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan.
Pada tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai: pemberian fasilitas perizinan
impor kepada investor di Indonesia terdiri atas : pengertian fasilitas peizinan
impor, tujuan fasilitas perizinan impor, macam-macam fasilitas yang diberikan
oleh pemerintah, pengertian investasi, jenis-jenis investasi, pengertian investor
asing dan investor dalam negeri, perbedaan investasi asing dan investasi dalam
negeri, dan pengertian asas efisiensi berkeadilan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Legal
Research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum
dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang
mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan,
berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
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Pembahasan pertama, mengenai bentuk fasilitas perizinan impor adalah
fasilitas PIB (Pemberitahuan impor barang) mendahului pemberitahuan umum
(pre notification) atau fasilitas pemberitahuan pendahuluan, fasilitas
pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan berikat, fasilitas vooruitslag,
fasilitas pelayanan segera (rush handling), fasilitas penundaan pembayaran bea
masuk atau pembayaran berkala (different payment), fasilitas jalur prioritas,
fasilitas eigen losing, fasilitas truck losing, dan fasilitas pemeriksaan di gudang
importir atau eksportir, namun importir harus memenuhi kewajibannya terlebih
dahulu dengan melalukan registrasi kepabeanan dan memiliki Angka Pengenal
Importir (API). Kedua, fasilitas perizinan impor yang disebutkan dalam pasal 21
huruf ¢ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,
prosedur pelaksanaannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang mengatur tentang fasilitas perizinan
impor.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: pertama, bentuk-bentuk fasilitas
perizinan impor yang diperoleh importir apabila telah memenuhi persyaratan
kepabeanan adalah fasilitas pemberitahuan pendahuluan, fasilitas pembongkaran
dan penimbunan di luar kawasan berikat, fasilitas, fasilitas pelayanan segera (rush
handling), fasilitas penundaan pembayaran bea masuk atau pembayaran berkala
(different payment), fasilitas jalur prioritas, fasilitas eigen losing, fasilitas truck
losing, fasilitas pemeriksaan di gudang importir atau eksportir. Kedua, Fasilitas
perizinan impor disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, pelaksanaannya diatur
dalam Pasal 10A, Pasal 10B ayat (2) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-
undang Kepabeanan, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007
Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan
Jaminan  (Vooruitslag), Peraturan  Kementerian Keuangan  Nomor
148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan
Pelayanan Segera / Rush Handling, serta peraturan lainnya telah sesuai dengan
Asas “Efisiensi Berkeadilan” dalam Pasal 3 huruf F Undang-undang Penanaman
Modal, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih saja terdapat oknum-
oknum yang menyalahgunakan aturan tersebut dengan mencari keuntungan
pribadi

Saran yang dapat diberikan Penulis adalah: pertama, Pemerintah seharusnya
melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan yang mengatur tentang fasilitas perizinan impor agar impor ke
Indonesia dapat terjamin kepastian hukumnya dan dapat memperlancar arus
perdagangan salah satunya dengan menambah pasal terkait sanksi tegas yang
diberikan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Kedua, Pelaku usaha/importir/investor
dan pegawai Bea dan Cukai seharusnya melakukan kegiatan dan tugasnya dengan
berpedoman pada Asas “Efisiensi Berkeadilan” dalam Pasal 3 huruf f Undang-
Undang Penanaman Modal dan Asas Keadilan dalam Undang-Undang
Kepabeanan. Kepala Bea dan Cukai yang bekerja sama dengan pemerintah
hendaknya melakukan monitoring yang dapat dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam
seminggu untuk mengawasi kinerja para Pejabat Bea dan Cukai dan mendukung
pelaksanaan impor agar terhindar dari hal-hal menyimpang yang dapat dilakukan
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan,
kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya, namun usaha yang dilakukan
oleh satu negara pasti berbeda dengan negara yang lainnya. Di Indonesia upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga
negaranya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 alinea 1V yang menyatakan bahwa:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
selurun tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
terlihat cita-cita negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain, Indonesia
sangat mengutamakan nasib warga negaranya, salah satu upaya untuk memajukan
kesejahteraan umum dengan cara berusaha memenuhi seluruh kebutuhan warga

negaranya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya baik
sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbarui,
namun kekayaan sumber daya alam ini masih dirasa belum cukup untuk
memenuhi seluruh kebutuhan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu upaya
yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pemenuhan kebutuhan tersebut
adalah dengan cara menarik Investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,

hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia,
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namun kenyataannya bahwa tingkat ketersediaan modal yang dimiliki Indonesia
sangat tidak mencukupi untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional.

Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, untuk
menutupi kekurangan tersebut setiap negara melakukan kerjasama baik kerjasama
bilateral ataupun multilateral. Kerjasama ini meliputi kegiatan ekspor-impor
barang dan jasa yang dibutuhkan di suatu negara. Dikarenakan ketersediaan modal
yang dapat segera dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan nasional dirasa
sangat tidak memadai sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan
dan pendekatan kepada negara yang dapat memberikan bantuannya berupa
investasi kepada Indonesia.! Secara historis, keberadaan investor asing di
Indonesia bukan merupakan hal yang baru karena modal asing sudah ada sejak
jaman kolonial dahulu, namun kehadiran investor asing pada jaman kolonial
sangatlah berbeda dengan jaman setelah kemerdekaan Indonesia, perbedaan
tersebut dilihat dari segi tujuannya apabila pada jaman kolonial investor asing
bertujuan tidak lebih untuk kepentingan menjajah dan bukan betujuan untuk

mensejahterakan masyarakat pada saat itu.

Pada jaman setelah kemerdekaan keberadaan investor asing di Indonesia
juga berlangsung dengan berbagai dinamika, sejak awal kemerdekaan (1945-
1949), masa orde lama (1949-1967), masa orde baru (1967-1998), dan masa
reformasi sampai dengan sekarang (terhitung sejak 1998)3. Pada saat ini peranan
investor asing di Indonesia tidak dapat dihindarkan karena memiliki peranan
penting dalam pembangunan ekonomi hal ini disebabkan pembangunan nasional
memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk menunjang tingkat pertumbuhan
ekonomi yang sesuai dengan harapan karena pendanaan ini tidak hanya didapat
dari sumber pendanaan dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Pentingnya peranan investasi asing di dalam pembangunan ekonomi

Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

1 Aminuddin llmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Grup, 2010), him. 3.

2 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2013), him. 1.

3 1bid., him. 2.
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Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penanaman
Modal) yang menjadi acuan atau landasan hukum investasi di Indonesia, tujuan

dari penyelenggaraan investasi di Indonesia antara lain:*

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menciptakan lapangan kerja.

Meningkatkan pembangunan.

Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri
maupun luar negeri.

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

NogogkrwdpE

Dilihat dari pentingnya peranan investor dalam pembangunan perekenomian
suatu negara, tidaklah heran apabila suatu negara baik negara maju maupun
negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya menjadi tujuan
investasi asing, sedangkan dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar
di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara
tujuannya sangat jelas yakni mencari untung sebesar-besarnya. Dari perbedaan
sudut pandang tersebut dirasa perlu untuk mengakomodasikan kedua kepentingan
tersebut dalam suatu peraturan yang jelas. Menurut Sumantoro®, Motif dari
investor dalam menanamkan modal adalah untuk mencari untung. Untuk itu, perlu
dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara
penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya.
Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya.
Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan
dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan
yang efektif, sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan
ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan

pendekatan semacam ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerja

# 1bid., him. 3.
5 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) , him. 4.
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sama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan
kepentingan.®

Menyatukan kepentingan antara investor dengan negara penerima modal
tidak mudah, apabila negara penerima terlalu ketat membuat peraturan tentang
investasi asing maka investor tidak akan menanamkan modalnya di Indonesia dan
bagi investor yang sudah ada pun akan merelokasi perusahaannya karena mereka
sebagai pemilik modal sangat leluasa untuk menentukan tempat berinvestasi yang
dianggap dapat menguntungkan investor. Demi keberlangsungan investasi di
Indonesia Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang investasi
yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang
telah menggantikan undang-undang tentang investasi sebelumnya. Hal ini
dikarenakan Undang-Undang Penanaman Modal yang lama dipandang tidak
sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan
perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di
bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan
nasional’, alasan lain disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru
adalah pada tahun 1997 Indonesia megalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh
perilaku bisnis yang kurang bertanggungjawab, yaitu perilaku buruk dalam

menjaga kekuatan perekonomian Indonesia.

Krisis tersebut telah mengubah keadaan dari krisis ekonomi menjadi krisis
kepercayaan. Menyikapi hal tersebut pemerintah membuat program pembangunan
untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, seperti program Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2003-2004 dan
dilanjutkan program tersebut sampai 2009, dalam rangka pemenuhan program
pembangunan di bidang investasi tersebut. Alasan dibuatnya peraturan yang
mengatur tentang investasi tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
Penanaman Modal adalah tidak lebih untuk mendorong iklim usaha nasional yang

kondusif bagi investor untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan

® 1bid., hIm. 5.
"Ermanto Fahamsyah, Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pengarah Budaya Hukum
dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia), (Yogyakarta: laksbang PRESSindo, 2015), him. 8.
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mempercepat peningkatan investasi di Indonesia. Pemerintah membuat penetapan
kebijakan dasar investasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang
Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2, yaitu:

a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam
negeri dan penanam modal asing dengan tetap mementingkan
kepentingan nasional.

b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan
berusaha bagi penanam modak sejak proses pengurusan
perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman
modal sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan.

c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan
perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengan dan
koperasi.

Mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional melalui kegiatan

investasi, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor
dalam negeri dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia
dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan pelayanan
untuk investor. Salah satu fasilitas tersebut berupa pemberian kemudahan
pelayanan perizinan impor sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Penanaman

Modal yang menyatakan bahwa:

“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan Kkepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh:
a. Hak atas tanah
b. Fasilitas pelayanan keimigrasian;dan
c. Fasilitas perizinan impor

Fasilitas perizinan impor dimaksudkan agar pada investor terutama investor

asing dapat dengan mudah melakukan kegiatan perdagangan Internasional ke
Indonesia. Namun, masih belum jelas apakah pemberian fasilitas ini telah
memenuhi salah satu asas yang terkandung dalam pasal 3 huruf f Undang-Undang
Penanaman Modal yaitu Asas Efisiensi Berkeadilan dimana asas ini diciptakan
untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing, dengan
asas ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menciptakan
keadilan untuk para investor asing maupun investor dalam negeri yang

menanamkan modalnya di Indonesia agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi
dengan judul “KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS PERIZINAN
IMPOR KEPADA INVESTOR BERDASARKAN ASAS “EFISIENSI
BERKEADILAN” UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam skripsi ini dimaksudkan untuk dijadikan
pedoman bagi penulis untuk melakukan peulisan secara cermat, tepat dan
memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis

merumuskan beberapa permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa bentuk fasilitas perizinan impor yang diberikan kepada investor yang

melakukan importasi?

2. Apakah pemberian fasilitas perizinan impor telah sesuai dengan asas

“efisiensi berkeadilan” ?

1.3.  Tujuan Penelitian
Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil yang jelas dengan tujuan
tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Tujuan penelitian dari skripsi ini

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Universitas Jember;

2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama
perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;

3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi
masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan

sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.
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1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan Khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk fasilitas perizinan impor

yang diberikan kepada investor yang melakukan importasi.

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pemberian fasilitas

perizinan impor telah sesuai dengan asas “efisiensi berkeadilan”.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang
bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan
prosedur yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian
hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai
preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Tipe peneltian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif (Legal Research). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif
adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi
peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep, teoritis
atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian
dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Kegiatan penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi,
kegiatan ini berpangkal pada tolok ukur yang berupada norma. Norma yang
berupa pedoman tingkah laku harus berlandaskan prinsip hukum yang selanjutnya

berpangkal kepada norma. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum
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dan norma hukum koherensi dengan prinsip hukum.®

1.4.2 Pendekatan Masalah
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum®. Terkait dengan skripsi
ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konsep (conceptual approach) sebagai berikut.
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi untuk mengkaji
isu hukum perumusan masalah nomor 1 (satu) yang telah dirumuskan
dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan perundang-undangan
(Statue Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan
praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi
peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara
undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan
undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument
untuk memecahkan isu yang dihadapi.'® Suatu penelitian normatif tentu
harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan
diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus
tema sentral suatu penelitiant’. Dalam metode perundang-undangan

peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 41

® Ibid., him. 133.

O1bid., him. 133.

Jhonny lbrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2008), him. 302.
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perundang-undangan!?2.  Pendekatan  perundang-undangan  adalah
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang
merupakan beschikking/decree yaitu suatu keputusan yang dieterbitkan
oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus®®.

. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approch)

Metode penelitian yang digunakan dalam perumusan nomor 2 (dua)
adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach). pendekatan
konseptual (Conceptual Approach) merupakan pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi, karena merupakan sandaran bagi penulis dalam
membangun sebuah argumen hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi. ** Melalui pendekatan ini, akan dipelajari dan dikaji tentang
suatu masalah hukum yang berkaitan dengan Investasi di Indonesia yang

berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Perizinan Impor Bagi Investor.

Pemahaman dan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin tersebut merupakan

sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

pemecahan isu yang dihadapi.®

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan

untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan presripsi mengenai apa

yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber peneliitan

hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

12 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 137.
13 Ibid.

14 Ibid, hlm. 137

BIbid, him. 177
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1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.'® Untuk bahan hukum primer yang

memiliki otoritas tertinggi adalah perundang-undangan, karena semua peraturan di

bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar tersebut.!” Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam

penulisan skripsi sebagai berikut:

1.

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 4661)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 2943).
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK160/PMK.04/2007 Tentang
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan
(Vooruitslag);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera
(Rush Handling);

Peraturan Menteri Perdagangan Terbaru Nomor 70/M-DAG/PER/2015
Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M.DAG/PER/7/2015 Tentang

Ketentuan Impor;

16 1bid, him. 182
7 1bid.
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8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra
Utama Kepabeanan;
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.’® Dalam bahan hukum sekunder
yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip
dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai
klasifikasi tinggi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada

peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.®

1.4.6 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder,
penulis juga menggunakan bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum berupa
buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan
ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum
sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan Non hukum

dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.?

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok
permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk
disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisa bahan penelitian
secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana
dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:?*

a. Mengindentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak
diajukan;

18 1bid.

19 1bid., him. 196.
20 1bid., him. 183.
Zbid, him. 213.
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b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
memiliki relevan juga bahan-bahan non hukum;

c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
permasalahan yang diajukan;

e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus
dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam
kesimpulan.

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang

memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian
hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Fasilitas
2.1.1.Pengertian Pemberian Fasilitas

Indonesia menjadi negara tujuan dari investasi, baik investasi asing maupun
investasi dalam negeri, dalam berinvestasi investor masih melakukan importasi
untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksinya. Tingginya tingkat
importasi yang dilakukan investor membuat pemerintah berupaya untuk
memberikan kemudahan yang dapat dinikmati oleh investor dengan pemberian
fasilitas kepada investor berupa pemberian kemudahan yang dapat dinikmati oleh
para investor asing dalam menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia
yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenangkan persaingan
antara negara-negara lain dalam menarik investor asing. Menarik minat investor
agar menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah memberikan fasilitas
berupa kemudahan-kemudahan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh
investor agar mendapatkan fasilitas oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam
Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Penanaman Modal, yaitu:

Menyerap tenaga kerja;

Termasuk skala prioritas tinggi;

Termasuk pembangunan infrastruktur;

Melakukan alih teknologi;

Melakukan industri pionir;

Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan,
atau daerah lain yang dianggap perlu;

Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau
peralatan yang dirpoduksi di dalam negeri;

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui fasilitas investasi berupa pemberian

+0 00 o

— = SaQ

kemudahan-kemudahan yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada investor
baik investor dalam negeri dan investor asing guna merangsang investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, selain itu investor yang ingin mendapatkan

fasilitas dari pemerintah bukan sembarang investor, harus memenuhi kriteria yang
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telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang
penanaman modal.

Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 5 Ayat (2) dinyatakan
bahwa investor asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan adanya ketentuan ini, membuka
kemungkinan investor asing di Indonesia tidak berbentuk Perseroan Terbatas,
misalnya minyak bumi dan gas bumi, dimana perusahaan asing dari luar negeri
dapat menandatangai Production Sharing Contract dengan Pemerintah Indonesia.
Begitu juga misalnya bidang pendidikan, badan hukum pendidikan bukan
Perseroan Terbatas (PT) tetapi “Badan Hukum Pendidikan” yang diatur dalam
undang-undang tersendiri.”’?®> Selain itu dalam Pasal 20 Undang-Undang
Penanaman Modal dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kepada
investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, namun tidak berlaku bagi
investor asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Kegiatan perusahaan investasi dalam melakukan proyek dalam negeri dan
atau investasi asing mempunyai skala ekonomi yang berbeda. Bagi investasi yang
berskala kecil tidak memerlukan teknologi tinggi, peralatan atau bahan baku
tertentu dalam memproduksi barang dan jasa, jasa konsultan atau jasa
perdagangan, maka investor dapat menggunakan kemampuan finansialnya secara
langsung tanpa memerlukan bantuan pembiayaan untuk pembelian barang
modalnya. Namun apabila perusahaan yang bergerak di bidang yang
menggunakan teknologi tinggi, mesin peralatan yang canggih/sophisticated,
menggunakan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri atau
memerlukan jangka waktu investasi yang lama, sebelum melakukan produksi
komersial, maka pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan berupa
fasilitas investasi dan kemudahan dalam berusaha.?

Salah satu upaya yang telah dilakukan sejak lama untuk membuat proses

membentuk One Stop Shop atau One Stop Investment Service Center melalui

22 Ermanto Fahamsyah, Op. cit., him. 64.
23 Materi Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, BKPM, him. 10.
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pendirian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973.%
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada awalnya didirikan dengan
Keppres Nomor 20 Tahun 1973 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 183
Tahun 1998, kemudian diubah kembali dengan Keppres Nomor 121 Tahun 1999
tentang BKPM dan Keppres Nomor 122 Tahun 1999 tentang pembentukan
BKPM dimaksud sebagai suatu one stop investment service center? yang mana
merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk
merumuskan kebijakan pemerintah di bidang investasi, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri.?®

BKPM sebagai one stop investment service center mempunyai fungsi-fungsi
sebagai berikut:?’

a. Penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan penciptaan
iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan;

b. Pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya
secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya
nasional;

c. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan
teknis dan bisnis di bodang investasi;

d. Pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang investasi dan
pendayagunaan bantuan teknik luar negeri; dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah melakukan koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan investasi di Indonesia melalui BKPM, suatu lembaga
non-kementerian negara yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung
jawab langsung kepada presiden. Koordinasi kebijakan investasi tersebut
dilakukan:

I. antar instansi pemerintah
ii. antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah
iii. antar pemerintah daerah
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan investasi

tersebut, BKPM mempunyai tugas sebagai berikut:2®

24 David Kairupan, Op. Cit. him 34.

% |da Bagus Rahmadi Suoancana, Op. Cit, him. 69.

26 Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2016. “Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)”. Diakses melalui : http://www.bkpm.go.id. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017.
Pukul 14. 38 WIB.

27 |da Bagus Rahmadi Supancana, Op. Cit, him. 69

28 David Kairupan, Op. Cit., him 34,
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1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang penanaman modal.

. Mengkaji dan mengusul kebijakan pelayanan penanaman modal.

3. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan
dan pelayanan penanaman modal.

4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di

daerah dengan memberdayakan badan usaha.

. Membuat peta penanaman modal Indonesia.

. Mempromosikan penanaman modal

7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui
pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan
kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan
usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-
luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.

8. Membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi
permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam
menjalankan kegiatan penanaman modal.

9. Mengkoordinasi  penanam modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah
Indonesia.

10. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu
pintu.

N

o Ol

2.1.2.Fasilitas Yang Diberikan Oleh Pemerintah

Kebijakan fasilitas investasi diberikan dengan mempertimbangkan tingkat
daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif
dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan di negara lain?°. Fasilitas investasi
diberikan kepada investor yang sesuai dijelaskan dalam Bab X Pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

a. Melakukan perluasan usaha; atau
b. Melakukan penanaman modal baru.
Penyelenggaraan pelayanan investasi terhadap investasi asing dan investasi

dalam negeri dilakukan melalui pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan,
pengaturan tentang bentuk pelayanan tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan non

perizinan membahas bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi

29 Aminuddin Ilmar, Op.Cit., him. 66.
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mengenai investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis pelayanan nonperizinan-fasilitas fiskal antara lain:3°

1.

Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto
sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang
dilakukan dalam waktu tertentu;

. Pembebasan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau

peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi dalam negeri

. Pembebasan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk

keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan
tertentu;

. Penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal

atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum
dapat diproduksi di dalam negeri selaa jangka waktu tertentu;

5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
6.

Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang
usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;

Adapun maksud dan tujuan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal bagi

investasi antara lain:%!

1.

Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi serta
meningkatkan kemampuan daya saing dan kualitas penanaman
modal;

. Membantu perusahaan penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing untuk persiapan melaksanakan produksi
komersial dalam hal persiapan peralatan produksi, penggunaan
tenaga kerja asing dan atau penggunaan lahan;

. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam

negeri dari masuknya barang sejenis yang diimpor dengan
mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar;

Memberi kemudahan bagi investor khususnya dalam proses
impor barang modal dengan menggunakan daftar induk
(masterlist) mesin/peralatan, barang dan bahan;

. Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya

saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat
stategis;

Untuk mendorong pertumbungan ekonomi, pemerataan
pembangunan, dan perceatan pembangunan dalam bidang-
bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.

30 Materi Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, him 13.
31 Ibid., him 10.
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Impor
2.2.1. Pengertian Fasilitas Perizinan Impor

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan
perizinan adalah:

“Segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal
yang dikerluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan non perizinan adalah:*?

“Segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan
informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”

Pengertian impor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 17

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean. Impor dalam pengertian sains, merupakan:®3

a. Suatu kegiatan pengiriman barang yang di produksi di negara
lain untuk dijual ke pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan
arus lalu lintas barang, sehingga otoritas ada pada pabean. Impor
ini berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri,
oleh karena itu impor tersebut harus memenuhi kewajiban pabea
seperti diatur dalam undang-undang kepabeanan;

b. Suatu jasa yang disediakan untuk suatu negara dalam daerah
pabean, oleh negara lain, (perbankan, asuransi) atau dari luar
daerah pabean, yang mengakibatkan adanya aliran ke luar valuta
asing dari dalam daerah pabean. Impor dalam pengertian ini,
termasuk dalam bidang pajak;

c. Impor modal yang diinvestasikan dalam bentuk investasi
portofolio, investasi langung luar negeri berbentuk aset fisik dan
impor modal, yang termasuk bidang pajak.

Fasilitas perizinan impor tertera dalam pasal 21 huruf ¢ Undang-Undang

Penanaman Modal, yaitu:

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah
memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada
perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

32 Ibid., him 10.
33 Ali Purwito, Kepabeanan Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: Samudra llmu, 2006), him.
45,
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a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

2.2.2. Tujuan Fasilitas Perizinan Impor

Pengertian impor, menurut Undang-Undang Pabean adalah kegiatan
memasukkan barang dari luar ke dalam daerah pabean. Pemasukkaan barang
tersebut dapat juga dilakukan tanpa harus membayar bea masuk terlebih dahulu,
asalkan yang bersangkutan menaruh jaminan sebesar bea masuk ditambah
pungutan dalam rangka impor atau jika kepada importir diberikan pembebasan
atas bea masuk yang harus dibayar. Kemudahann ini diberikan pemerintah
dengam tujuan untuk kelancaran arus barang, dengan ketentuan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan dan tata laksana pabeannya harus dipenuhi.3

2.3. Tinjauan Umum Tentang Investasi
2.3.1.Pengertian Investasi

Investor menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal
adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang
dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Poin utama
Pasal 1 ayat (4) diatas, investor adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam
modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan
usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Pasal 12 Undang-Undang
Penanaman Modal telah ditentukan tiga golongan bidang usaha, meliputi:

1. Bidang usaha terbuka;
2. Bidang usaha tertutup; dan
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Menurut Hendrik Budi Untung® tidak ada perbedaan yang prinsipil antara
investasi dengan penanaman modal, makna dari investasi atau penanaman modal
adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan

sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha

34 Ali Purwito, Op. Cit, him. 67.
% Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, Ekonomi Internasional (Jakarta:
Erlangga, 1990), him. 61.
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dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).
Dalam Kamus Besar Hukum Ekonomi digunakan terminologi, investment,
penanaman modal, investasi yang berarti investasi yang biasanya dilakukan untuk
jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli
sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Menurut Hymer
investasi merupakan seorang monopolis atau bahkan disebut oligopolistis pada
pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya.

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menjelaskan istilah
Investment atau investasi, penanaman modal digunakan untuk “Penggunaan atau
pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau
barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan,
investment mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu
perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjng, supaya memperoleh hasil
yang teratur dengan maksimum keamanan”. Sebagai investor yang melakukan
kegiatan penting terhadap perkembangan suatu negara sudah sepantasnya
mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan kegiatan investasi, dalam Pasal 14
Undang-undang Penanaman Modal sudah mengatur tentang hak-hak yang di dapat
oleh investor di Indonesia, yaitu:

“Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya;
c. Hak pelayanan; dan
d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”
Di dalam butir a disebutkan tentang kepastian hak, hukum dan perlindungan.

Penjelasan mengenai kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi investor
untuk memperoleh hak sepanjang investor telah melaksanakan kewajiban yang di
tentukan. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan
hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap
tindakan dan kebijakan bagi investor. Kepastian perlindungan adalah jaminan

pemerintah bagi investor untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan
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kegiatan investasi.*® Di samping hak-hak yang didapat oleh investor di Indonesia
pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh investor agar dapat
menjalankan investasinya di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-
undang Penanaman Modal Pasal 15, yang menyatakan bahwa:

“Setiap penanam modal berkewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,
dan budaya setempat;

3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan
penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman
modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di
sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah
yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
usaha penanaman modal;

5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban investor diatur secara khusus guna memberikan kepastian
hukum, mempertegas kewajiban investor terhadap penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya
masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan
tanggung jawab investor diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha
yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan
kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan investor terhadap

peraturan perundang-undangan.®’

3% Ade Sanjaya. 2015. “Penanaman Modal Asas, Hak, Kewajiban, Tujuan
Penyelenggaraan, Perlindungan Hukum Daftar Bidang Usaha Tertutup Terbuka untuk Investasi ”.
Diakses melalui: http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-
kewajiban.html. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14. 39 WIB.

bid.
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2.3.1.1. Pengertian Investor Dalam Negeri
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan
bahwa,

“Penanaman modal dalam negeri Penanaman modal dalam negeri
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
midal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”
Dalam kegiatan investasi dalam negeri, semua yang terlibat di dalamnya tentunya

investor dalam negeri atau penanam investor nasional. Investor dalam negeri
berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

“Penanam Modal Dalam Negeri diartikan sebagai perseorangan
warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik
Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di
wilayah negara Republik Indonesia”.

2.3.1.2. Pengertian Investor Asing
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal dijelaskan
bahwa:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha d wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Penanaman Modal

menyatakan bahwa pengertian investor asing adalah:

“Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau
pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah
negara Republik Indonesia”

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas yang dimaksud dengan investasi asing

(foreign investment) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri
semata, melainkan juga dapat yang sifatnya patungan (joint venture), dimana
terdapat penggabungan antara modal yang sumbernya berasal dari luar negeri
(foreign capital) dan modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri (domestic
capital).®® Khususnya modal asing pada prinsipnya mengandung beberapa unsur

pokok yakni:

%8 David Kairupan, Op. Cit., him. 21.
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(1) Penanaman modal secara langsung (direct investmen)

(2) Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia

(3) Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal

Investor asing adalah kegiatan investor yang dilakukan oleh badan usaha
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing,
investasi asing sepenuhnya berpatungan dengan investasi dalam negeri. Investasi
asing, investasi yang dilakukan oleh pihak asing (investor asing) atau pihak asing
yang bergantung dengan pihak lokal (investor asing), dimana investor asing itu
bersifat langsung dan tidak mencangkup investor asing yang dilakukan secara
tidak langsung melalui badan usaha Indonesia.>® Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
angka 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

“Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggnakan
modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang
didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan
pemerintahan negara lain.”

Dengan demikian investasi asing dan investor yang menggunakan modal asing
meliputi:.
a. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah
negara lain;
b. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara aing
atau badan usaha asing;
c. Penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal
dari pemerintah negara lain,

Yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah
dan pemerintah negara lain.

2.3.2. Jenis-jenis Investasi

Kegiatan investasi dapat diklarifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu
investasi secara langsung (direct investment) atau investasi jangka panjang dan
investasi tidak langsung (indirect investmen) atau disebut juga portofolio
investment.

1. Investasi secara langsung (direct investment) atau investasi jangka panjang.

*1bid., him. 29.
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Investasi ini sering diartikan sebagai kegiatan investasi yang melibatkan:*

I. Pengalihan dana (transfer of fiund);

ii. Proyek yang memiliki jangka waktu panjang (long-term
projects);

iii. Tujuan memperoleh pendapatan reguler (the purpose of reguler
income);

iv. Partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (the
participation of the person transferring the funds); dan

v. Suatu risiko usaha (business risk).

Invetasi secara langsung lebih membawa manfaat kepada negara penerima modal

karena dapat menggerakkan roda perekonomian negara tersebut dan dengan
kehadiran investor asing dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah
maupun masyarakat. Menurut Gunarto Suhardi** Investasi langsung lebih baik
jika di bandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih
permanen. Selan itu investasi langsung:

1. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
2. Mempunyai kekuatan penggadaan dala ekonomi lokal,
3. Memberika residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;
4. Apabila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur
pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping
seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara;
Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; dan
6. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena
bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan
keamanannya akan diberikan.”
Sebelum melakukan kegiatan investasi perlu diperhatikan faktor-faktor

L

tertentu yang dapat menghasilkan keuntungan dan meminimalisir kerugian,
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka Investasi langsung,
yaitu:*2

Risiko Menanam Modal (Country risk)
Rentang birokrasi (red tape)
Transparansi dan Kepastian hukum
Alih teknologi

Jaminan dan perlindungan investasi
Ketenagakerjaan

Ketersediaan Infrastruktur

NoogokrwnPE

40 David Kairupan, Op. Cit. him 21.

41 Hendrik Budi Untung, Op. cit. him 15-16.

42 |da Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di
Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), him. 4.
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8. Keberadaan sumber daya alam

9. Akses pasar

10. Insentif perpajakan

11. Mekanisme penyelesaian sengkata yang efektif

25
2. Investasi Tak Langsung (Indirect Investment) atau Portofolio Investment

Portofolio investment sering dikaitkan dengan investasi yang dilakul
melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (securities), sehingga
tidak melibatkan pengalihan dana untuk proyek yang bersifat jangka panjang
karenanya pendapatan yang diharapkan juga lebih bersifat jangka pendek dalam
bentuk capital gain artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli dan jual
saham di bursa efek*3, yang diperoleh pada saat penjualan efek tersebut dan bukan
pendapatan yang bersifat reguler, dimana investor tidak terlibat dalam manajemen
perusahaan sehingga tidak terkait langsung pada risiko kegiatan usaha yang
dijalankan oleh perusahaan tersebut. ** Yang membedakan investasi tak langsung
dari investasi langsung adalah*°:

a. Pada investasi tak langsung pemegang saham tidak memiliki
control pada pengolaan perseroan sehari-hari;

b. investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh
pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat
menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya;

c. Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak
dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (international
customary law).

Tujuan utama dari investor disini bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan

hanya membeli saham untuk dijual kembali, investor hanya memperoleh hasil
yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa

menikmati keuntungan.“®

2.3.3. Perbedaan Investasi Asing dan Invetasi Dalam Negeri
Dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-undang Penanaman Modal,

dijelaskan bahwa “Penanam modal dalam negeri” adalah perseorangan warga

43 Hendrik Budi Untung, Op. Cit., him. 14.

4 David Kairupan, Op. Cit., him. 19.

45 |da Bagus Rahmadi Supanca, Op. Cit., him 4.
46 Hendrik Budi Untung, Op. Cit. him 13
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negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah
yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Sedangkan “Penanam modal asing” adalah perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman mc 26
di wilayah negara Republik Indonesia. Jelas terminologi *“ invetasi dalam neg
dan “invetasi asing” sebagaimana disebut diatas tidak hanya mencaa.,
perseorangan dan badan usaha sebagaimana di definisikan dalam terminologi
“invetasi”, tetapi juga mencakup negara atau daerah sebagai badan hukum dalam
hal ini tentunya diwakili oleh pemerintah baik dalam konteks pemerintah
Republik Indonesia, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Asing.

Pembedaan investasi dalam negeri dan invetasi asing jelas dikaitkan dengan
pihak yang melakukan invetasi dan asal dari modal itu. Modal tidak selalu
berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk yang lain yang bukan uang sepanjang

mempunya nilai ekonomis.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Asas Efisiensi Berkeadilan
2.4.1.Pengertian Asas Efisiensi Berkeadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defisini asas adalah dasar
atau hukum dasar. Pengertian Asas Hukum pemahaman terhadap asas dalam
pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau

acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai

tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas
hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum,
peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas
hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan
hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum
menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
Pengertian Efisiensi menurut Susilo adalah suatu kondisi atau keadaan,
dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan
penuh kemampuan yang dimiliki. Menurut Lubis, Pengertian Efisiensi adalah

suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk
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menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai
ratio output terhadap input. Rahardjo Adisasmita*’ mengungkapkan Pengertian
Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu,
tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada
pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.

Pandangan Aristoteles bahwa keadilan menuntut perlakuan yang sama
bagi mereka yang sederajat di depan hukum. Tetapi tetap menjadi urusan tatanan
politik untuk menentuan siapa yang harus diperlakukan sama ataupun sebaliknya.
Didalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, disamping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan sosial bagi selurh
rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung
suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan
berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri,
adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil
terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjun tinggi harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-
nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:*®

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara
negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang
wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi,
dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan
dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan
antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini
pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk
menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
negara; dan

3. Keadilan komunitatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara
warga negara satu dengan lainnya secara timbal balik.

Investasi asing mempunyai korelasi yang erat dengan masalah penegakan

hukum (law enforcement), dimana hal tersebut direalisasikan ke dalam bentuk

47 Rahardjo Adisasmita. 2016. “Pengertian Efisiensi, Efektivitas, Produktivitas Kerja
Pengertian Para Pakar”. Diakses melalui: http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-
efisiensi-efektivitas-dan.html. Diakses pada hari Minggu 19 Maret 2017. Pukul 14.40 WIB.

48Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 92-93.
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kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja atas
peraturan yang mengatur masalah investasi secara khusus, tetapi juga peraturan-
peraturan lainnya baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Oleh
karenanya asas-asas invetasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

penanaman modal sarat dengan muatan law enforcement, yaitu*®:

1. Kepastian hukum
yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam
setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman
modal.

2. Keterbukaan
yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
kegiatan penanaman modal.

3. Akuntabilitas
yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir penyelenggaraan penanaman modal harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaukatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara
yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam
modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara
penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanam modal
dari Negara asing lainnya.

5. Kebersamaan
yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara
bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi berkeadilan
yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan
yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya
proses pembangunan melalui penanaman modal untuk
menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

8. Berwawasan lingkungan

49 David Kairupan, Op. Cit. him. 4
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yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memperhatikan  dan  mengutamakan  perlindungan  dan
pemeliharaan lingkungan hidup.

. Kemandirian

yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak
menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.

Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

29

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang penanaman modal tersebut

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan investasi di Indonesia karena

10 (sepuluh) asas tersebut saling berkaitan dan dapat menciptakan iklim usaha

yang sehat dan kondusif di bidang investasi, hal ini dapat menarik investor untuk

berinvestasi di Indonesia.
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BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk fasilitas perizinan impor yang diperoleh importir apabila
telah memenuhi persyaratan kepabeanan adalah fasilitas PIB
(Pemberitahuan impor barang) mendahului pemberitahuan umum (pre
notification) atau fasilitas pemberitahuan pendahuluan diatur dalam
Peraturan Dirjend Nomor P-42/BC/2007 jo. P-08/BC/2008, fasilitas
pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan berikat diatur dalam pasal
10A Undang-undang Kepabeanan, fasilitas vooruitslag (Pasal 37 ayat (2)
Undang-undang Kepabeanan dan Peraturan Kementerian Keuangan
Nomor 160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk
Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag)), fasilitas pelayanan
segera (rush handling) diatur dalam Pasal 10B ayat (2) huruf ¢ dan
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera /
Rush Handling, fasilitas penundaan pembayaran bea masuk atau
pembayaran berkala (different payment), fasilitas jalur prioritas diatur alam
Peraturan Dirjend nomor P-42/BC/2007 jo. P-08/BC/2008, fasilitas eigen
losing, fasilitas truck losing, fasilitas pemeriksaan di gudang importir atau

eksportir.

2. Fasilitas perizinan impor disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) huruf c,
pelaksanaannya diatur dalam Pasal 10A, Pasal 10B ayat (2) huruf ¢, dan
Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan, Peraturan Kementerian
Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor
Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag), Peraturan
Kementerian Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera / Rush Handling,

73
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serta peraturan lainnya telah sesuai dengan Asas “Efisiensi Berkeadilan”
dalam Pasal 3 huruf F Undang-undang Penanaman Modal, buktinya adalah
kewajiban kepabeanan hanya ditujukan kepada para pihak yang
melakukan kegiatan kepabeanan dan fasilitas yang diberikan hanya untuk
investor selaku importir yang telah memenuhi persyaratan kepabenan saja,
hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil, kondusif dan
berdaya saing yang sesuai dengan Asas “Efisiensi Berkeadilan”, namun
dalam pelaksanaannya di lapangan masih saja terdapat oknum-oknum
yang menyalahgunakan aturan tersebut dengan mencari keuntungan

pribadi.

4.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang
fasilitas perizinan impor agar impor ke Indonesia dapat terjamin kepastian
hukumnya dan dapat memperlancar arus perdagangan salah satunya
dengan menambah pasal terkait sanksi tegas mengenai pelanggaran kode

etik yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

2. Hendaknya pelaku usaha/importir/investor dalam melakukan kegiatan
usahanya dalam lalu lintas kepabeanan harus bersaing secara sehat dengan
berpedoman pada Asas “Efisiensi Berkeadilan” yang disebutkan dalam
Pasal 3 huruf f Undang-Undang Penanaman Modal dan Asas Keadilan
dalam Undang-Undang Kepabeanan agar tidak ada pelaku
usaha/importir/investor yang merasa dirugikan.

3. Hendaknya Kepala Kantor Bea dan Cukai bekerja sama dengan
pemerintah melakukan monitoring terhadap kinerja Pejabat Bea dan Cukai
yang dapat dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu untuk
mengawasi para Pejabat Bea dan Cukai dan mendukung pelaksanaan
impor agar terhindar dari hal-hal menyimpang yang dapat dilakukan oleh

oknum yang tidak bertanggung jawab.
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